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Abstrak 

 
Kebijakan makan bergizi gratis merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah 
Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi kronis, seperti stunting, sekaligus 
mendukung kualitas pendidikan anak usia sekolah. Latar belakang penelitian ini 
bertumpu pada pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sebagai fondasi pembangunan 
sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan 
pada berbagai tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan anggaran, 
dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: sejauh mana kebijakan makan bergizi gratis selaras dengan prinsip-prinsip good 
governance dalam administrasi publik? Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif melalui studi pustaka dan analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari 200 
artikel ilmiah bertema "makan bergizi gratis" dan "good governance", yang kemudian 
dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan topik 
dan tren penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki 
relevansi yang kuat dengan nilai-nilai good governance, seperti akuntabilitas, 
transparansi, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas. Implementasi kebijakan yang baik 
dapat mendorong peningkatan status gizi, partisipasi pendidikan, serta memberdayakan 
pelaku lokal seperti UMKM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada 
kolaborasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan. 
Dengan demikian, kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai solusi 
teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap pemerintahan yang inklusif 
dan berpihak pada kelompok rentan. 
 
Kata kunci: makan bergizi gratis, good governance, administrasi publik, kebijakan gizi, 
studi kualitatif 
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A. Pendahuluan 
 

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi tantangan 
kompleks dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek krusial dalam 
pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama 
bagi kelompok rentan seperti anak-anak (Wulandari and Pasaru 2022). Masalah gizi pada anak-
anak menjadi perhatian utama karena kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik 
dan perkembangan kognitif mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada 
produktivitas dan kualitas hidup di masa depan (Titimeidara and Hadikurniawati 2021). 
Stunting, sebagai salah satu indikator masalah gizi kronis, menjadi perhatian serius karena 
prevalensinya yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2018, sekitar 30.8% 
anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mengalami stunting (Anggraini and Romadona 
2020). Angka ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi isu kesehatan yang 
signifikan di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 
(Yuda et al. 2023). Stunting tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi 
juga pada negara secara keseluruhan karena dapat mengurangi potensi ekonomi dan sosial 
(Suharsih et al. 2023). Tingginya angka stunting pada balita disebabkan oleh berbagai faktor 
seperti kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor-faktor lain termasuk 
kurangnya pengetahuan ibu, praktik pengasuhan yang buruk, sanitasi dan kebersihan yang 
buruk, dan rendahnya pelayanan Kesehatan. Pentingnya penanganan stunting telah mendorong 
pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak balita.  

Kesehatan dan gizi anak merupakan fondasi krusial bagi pembangunan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan berkelanjutan, dan hal ini diakui secara global sebagai investasi 
strategis untuk masa depan bangsa (Natakoesoemah and Adiarsi 2020). Intervensi gizi yang 
efektif pada usia dini, khususnya pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), 
terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, 
dan produktivitas ekonomi individu (Titimeidara and Hadikurniawati 2021). Di Indonesia, 
masalah gizi seperti stunting masih menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas 
generasi penerus. Stunting, sebagai indikator kronis kekurangan gizi, tidak hanya berdampak 
pada tinggi badan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar 
(Nazidah et al. 2022) . Kondisi underweight atau kekurangan energi kronis secara berkelanjutan 

Abstract 

 
The Free Nutritious Meal Policy is one of the Indonesian government's strategic 
interventions to address chronic nutritional issues such as stunting, while also 
supporting the quality of education for school-aged children. This study is grounded in 
the understanding that fulfilling nutritional needs is essential for sustainable human 
resource development. However, the implementation of this program faces significant 
challenges, including inadequate infrastructure, limited funding, and insufficient cross-
sectoral coordination. The central research question explored in this study is: to what 
extent does the free nutritious meal policy align with the principles of good governance 
in public administration? This research adopts a qualitative approach through a 
literature review and bibliometric analysis. Data were collected from 200 scientific 
articles related to "free nutritious meals" and "good governance," and analyzed using 
VOSviewer to map topical relationships and research trends. The findings reveal that 
the policy is closely linked to key principles of good governance, such as accountability, 
transparency, efficiency, public participation, and responsiveness. When well-
implemented, the program improves nutritional status, supports educational 
participation, and empowers local stakeholders, including small and medium 
enterprises. However, the success of the policy depends heavily on strong institutional 
collaboration, community engagement, and sustainable funding. Therefore, the free 
nutritious meal program should be viewed not only as a technical solution but also as a 
reflection of the government’s commitment to inclusive governance that prioritizes the 
needs of vulnerable populations. 
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merupakan awal dari kejadian stunting (Santi et al. 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada 
daya pikir, produktivitas belajar, serta perkembangan kognitif dan fisik anak dalam jangka 
panjang. Ketidakseimbangan antara kebutuhan gizi dan asupan harian, terutama di kalangan 
keluarga berpenghasilan rendah, memperparah ketimpangan akses terhadap pendidikan yang 
berkualitas. 

Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut melalui kebijakan makan bergizi 
gratis di sekolah, yang mulai dirancang dan diuji coba dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan 
ini didasarkan pada asumsi bahwa intervensi gizi yang sistematis pada lingkungan sekolah 
dapat menjadi salah satu alat paling efektif untuk menurunkan angka malnutrisi dan 
meningkatkan kualitas pendidikan. Secara global, program serupa telah diterapkan di berbagai 
negara berkembang dan menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, Mid-Day Meal Scheme di 
India dan School Feeding Program di Ghana terbukti meningkatkan kehadiran, partisipasi, dan 
performa akademik siswa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program 
Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan 
makanan bergizi bagi anak anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta 
penerima manfaat pada tahun 2029. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 
2025 mencapai Rp71 triliun(Waluyo 2025). Program ini juga bertujuan untuk memberikan 
makanan bergizi guna meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak, yang dapat membantu 
menurunkan angka stunting serta mendorong partisipasi sekolah di kalangan keluarga miskin. 
Namun, tantangan besar terkait pendanaan, logistik, dan keanekaragaman kebutuhan nutrisi 
perlu diatasi agar program ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketergantungan 
pada bantuan pemerintah. Meskipun program ini menawarkan banyak manfaat, seperti 
peningkatan kecukupan gizi dan kesempatan pendidikan yang lebih baik, kekhawatiran terkait 
dampak fiskal dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan (Dwijayanti 2024). Penelitian lain 
yang dilakukan oleh kiftiyah (2025) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan 
Program MBG ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan sehingga pengalokasian 
anggaran dalam pelaksanaan program MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak 
mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya (Kiftiyah, 
Anifatul; et al 2025). Kendala dalam implementasi kebijakan makan bergizi gratis berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti ketidaksesuaian kebijakan, perencanaan 
dan sumber daya yang belum optimal (Ayuni 2025). Selanjutnya, penelitian yang telah 
dilakukan oleh Purnomo, Putikadyanto, and Nur 2025 menyatakan bahwa program makan 
bergizi gratis secara umum dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, dan generasi 
emas 2045. Namun, ada berbagai tantangan pada program ini, yaitu: pendistribusiakan logistik 
di daerah terpencil. Kedua, standarisasi kesehatan yang belum terstandar dengan baik, 
pembiayaan yang berkelanjutan, dan perubahan perilaku masyarakat Indonesia (Purnomo, 
Putikadyanto, and Nur 2025). 

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan bentuk intervensi publik yang dirancang untuk 
menjawab masalah tersebut. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan ini mencerminkan 
peran negara sebagai penyedia layanan publik (public service provider), yang bertugas 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara, khususnya kelompok rentan. Kebijakan ini dapat 
dikaji melalui lensa beberapa teori administrasi publik yang relevan, untuk memahami 
kompleksitasnya secara lebih menyeluruh. Pertama, pendekatan New Public Management 
(NPM) menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan hasil (outcomes) dalam pelayanan 
publik. Dalam konteks program makan bergizi gratis, prinsip NPM dapat diterapkan melalui 
pengelolaan anggaran yang transparan, pelibatan sektor swasta atau LSM dalam penyediaan 
makanan, serta pengukuran kinerja berbasis output (jumlah siswa yang dilayani, tingkat 
kehadiran sekolah) dan outcome (peningkatan status gizi). Kedua, teori Governance 
menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan kebijakan publik, termasuk 
pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara. Implementasi kebijakan 
makan bergizi gratis membutuhkan pendekatan governance yang kuat, di mana sinergi antara 
Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia 
makanan menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah tidak dapat bertindak sebagai aktor 
tunggal; ia harus membangun mekanisme koordinasi horizontal dan vertikal yang efektif. 
Ketiga, Street-Level Bureaucracy Theory dari Lipsky (1980) menjadi relevan dalam menganalisis 
peran pelaksana kebijakan di lapangan, seperti guru, kepala sekolah, dan petugas dapur sekolah. 
Mereka adalah aktor yang menerjemahkan kebijakan formal ke dalam tindakan nyata. Namun, 
dalam kondisi keterbatasan sumber daya, mereka sering harus membuat keputusan 
diskresioner yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, 
pemahaman terhadap dinamika street-level bureaucracy penting dalam mengevaluasi efektivitas 
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program. Keempat, Equity Theory dalam administrasi publik menekankan pentingnya keadilan 
dalam distribusi layanan. Program makan gratis harus didesain tidak hanya untuk mencakup 
semua anak sekolah, tetapi juga memperhatikan kelompok yang paling rentan terhadap 
kekurangan gizi. Penyesuaian menu berdasarkan kondisi lokal, kebutuhan nutrisi spesifik, serta 
kebijakan afirmatif di wilayah tertinggal menjadi bentuk konkret penerapan prinsip ini. 

Kebijakan ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan 
bagaimana negara hadir dalam menjamin hak-hak warga negara. Dalam konteks administrasi 
publik, kebijakan makan bergizi gratis menjadi ruang penting untuk menganalisis bagaimana 
nilai-nilai good governance diterapkan mulai dari akuntabilitas pelaksanaannya, transparansi 
pengelolaan anggaran, hingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan 
evaluasinya. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan semacam ini seringkali 
menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari koordinasi lintas sektor, potensi penyimpangan 
dana, hingga minimnya pelibatan masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya analisis mendalam 
secara kualitatif untuk melihat sejauh mana kebijakan ini tidak hanya berjalan secara 
administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi kebijakan makan bergizi gratis 
terhadap nilai-nilai good governance dalam perspektif administrasi publik. Dengan pendekatan 
kualitatif, studi ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjadi 
cerminan dari pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik 
secara luas. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami apakah kebijakan tersebut 
benar-benar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance, seperti 
akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, serta responsivitas terhadap kebutuhan 
masyarakat. Dalam praktik administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai 
dari output atau hasil jangka pendek, tetapi juga dari proses tata kelola yang melibatkan 
berbagai aktor dan kepentingan secara adil dan demokratis. Selain itu, belum banyak kajian 
yang secara spesifik menyoroti keterkaitan antara program sosial seperti makan bergizi gratis 
dengan penerapan prinsip governance dalam administrasi publik, terutama di konteks lokal atau 
daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi akademik dalam 
memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan berbasis tata kelola yang baik, sekaligus 
memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan 
sosial. 

 
B. Metodologi 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada pendekatan kualitatif ini adalah studi 
pustaka yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi 
objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari beberapa jurnal dan artikel (Budiman et al. 
2022). Dengan demikian metode studi kepustakaan dapat memadukan hasil temuan bertema 
sama sebagai kajian pendahuluan (preliminary studies) dengan kajian kekinian. Dengan 
demikian verifikasi atas kajian terdahulu bisa menemukan unsur kebaruan (novelty) dalam 
penelitian selanjutnya (Avriyanti 2021).  Studi Pustaka dalam penelitian ini menggunakan 
analisis bibliometris. Menurut (Pattah, 2013) ada dua jenis kajian yang dicakup dalam 
bibliometrika: penelitian deskriptif dan kajian evaluatif. “Kajian deskriptif (Descriptive studies)” 
adalah menghitung produktivitas diperoleh dengan menghitung jumlah artikel, buku dan 
format komunikasi lainnya, sementara kajian evaluasi (evaluative studies) adalah menghitung 
penggunaan literatur yang dibuat dengan menghitung rujukan atau sitiran dalam artikel 
penelitian, buku, dan format komunikasi lainnya (Budiyanto, Pamungkas, and Praditya 2023). 
Analisis bibliometrik dengan fokus pada literatur terkait Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya 
terhadap Nilai-nilai Good Governance. Sumber data utama yang digunakan adalah google 
schoolar dengan menggunakan kata kunci “makan bergizi gratis” dan “good governance” pada 
judul dokumen artikel. Penelitian ini menelusuri sebanyak 200 artikel yang relevan dengan kata 
kunci tersebut yang telah dipublikasikan sejak tahun 2020 hingga 2025. Kemudian data yang 
telah dikumpulkan dipindahkan ke dalam alat analisis Vosviewer untuk pemetaan dan 
visualisasi jaringan penelitian. Vosviewer digunakan untuk mengidentifikasi tren penelitian, 
hubungan antara berbagai topik, serta kolaborasi antara peneliti dan institusi. Dengan 
menggunakan analisis bibliometrik ini, penelitian dapat mengungkapkan pola distribusi 
pengetahuan, topik yang paling banyak diteliti, dan gap penelitian yang masih ada (Ejaz et al. 
2022). 
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C. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia, baik 

yang masih dalam tahap percontohan maupun rencana implementasi nasional, memiliki potensi 
besar sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa dokumen 
kebijakan yang dikaji termasuk naskah pidato Presiden RI tahun 2023 dan rencana strategis 
Kementerian Pendidikan menegaskan urgensi program ini dalam menekan angka stunting dan 
mendukung proses belajar. Berikut hasil meta data dari vos viewer yang bersumber dari 200 
literatur ilmiah berbasis google schoolar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Hasil Meta Data Vos Viewer 
 
Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan VOSviewer, dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan multidimensional yang erat 
kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik. Istilah “MBG” 
muncul sebagai simpul utama yang terkoneksi kuat dengan istilah seperti “policy”, “initiative”, 
dan “indonesian government”, yang menunjukkan bahwa MBG merupakan bagian dari kebijakan 
strategis yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip efektivitas 
dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana negara hadir untuk menjamin 
pemenuhan hak dasar warganya, terutama di bidang gizi dan kesehatan. Selanjutnya, visualisasi 
juga menunjukkan keterkaitan antara MBG dengan aspek aksesibilitas terhadap layanan dasar 
seperti air bersih dan upaya pencegahan penyakit, yang tergambarkan melalui kemunculan 
kata-kata seperti “akses”, “air bersih”, “pemberian makanan”, dan “pencegahan”. Ini 
menandakan bahwa kebijakan MBG dirancang secara holistik, tidak hanya menyasar pemberian 
makanan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pendukung kesehatan masyarakat. Dalam 
konteks good governance, hal ini menunjukkan adanya keadilan sosial dan integrasi antar sektor 
pelayanan publik. Klaster lainnya memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan ini dengan 
kondisi masyarakat dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, yang tercermin melalui 
kata-kata “covid”, “masyarakat”, dan “membagikan hand sanitizer”. Ini memperkuat dimensi 
responsivitas pemerintah terhadap kondisi darurat, yang menjadi indikator penting dalam tata 
kelola pemerintahan yang adaptif dan tanggap. Hasil metadata ini juga menunjukkan 
keterkaitan kebijakan MBG dengan nilai-nilai ideologis dan normatif, seperti yang tercermin 
dari istilah “pancasila value” dan “amanright” (hak asasi manusia). Hal ini menegaskan bahwa 
kebijakan ini tidak hanya memiliki basis administratif, tetapi juga moral dan ideologis yang 
berakar pada nilai-nilai dasar bangsa. Dengan demikian, kebijakan MBG dapat dikatakan 
relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance seperti efektivitas, keadilan sosial, 
transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Visualisasi ini 
memperlihatkan bahwa kebijakan makan bergizi gratis bukan sekadar intervensi teknis, 
melainkan wujud komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, 
partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. 
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Implementasi kebijakan makan bergizi gratis memerlukan fondasi yang kuat dalam 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tata kelola 
pemerintahan yang baik melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, efisiensi, dan responsivitas (Asmara et al. 2022). Disisi lain, kebijakan makan bergizi 
gratis, sebagai sebuah program intervensi publik yang masif, memiliki implikasi yang signifikan 
terhadap implementasi nilai-nilai good governance dalam administrasi publik. Efektivitas 
kebijakan ini tidak hanya diukur dari peningkatan status gizi penerima manfaat, tetapi juga dari 
bagaimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efisiensi 
diinternalisasikan dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Efektivitas kebijakan Makan 
Bergizi Gratis dapat dilihat dari sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan utamanya, 
yaitu meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak-anak serta mendukung 
perkembangan kognitif dan prestasi belajar peserta didik. Dalam konteks administrasi publik, 
efektivitas diukur melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan perencanaan dan alokasi 
sumber daya yang tersedia (Gultom, Khairina, and Salsabila 2024) (Isti’anah and Arif 2023) 
(Anis, Usman, and Arfah 2021) (Azizah, Rostyaningsih, and Lestari 2023). Jika program ini 
berhasil menurunkan angka stunting, meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa di 
sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM sebagai penyedia bahan 
pangan, maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mencapai dampak nyata 
bagi masyarakat. Namun, efektivitas juga sangat bergantung pada sistem pelaksanaan yang 
baik, mulai dari perencanaan anggaran, distribusi logistik, kualitas makanan, hingga 
pengawasan. Tanpa koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang ketat, program ini rawan 
menghadapi tantangan seperti pemborosan, penyelewengan anggaran, atau penyediaan 
makanan yang tidak sesuai standar gizi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan Makan Bergizi 
Gratis hanya dapat tercapai jika dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance seperti 
akuntabilitas, efisiensi, transparansi, partisipasi aktif dari masyarakat, dan responsivitas. 

Akuntabilitas dalam kebijakan ini menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban 
yang jelas dari setiap aktor yang terlibat, mulai dari perumus kebijakan, pelaksana program, 
hingga pengawas. Program ini relevan dengan prinsip akuntabilitas, karena mengharuskan 
pemerintah untuk transparan dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaannya, serta 
mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. 
prinsip accountability tampak melalui keharusan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran serta pencapaian target program secara terbuka kepada publik. 
Selanjutnya, prinsip Efisiensi dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis mengacu pada upaya 
pemerintah untuk memaksimalkan manfaat program dengan menggunakan sumber daya secara 
hemat, tepat, dan terukur. Efisiensi tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang 
dikeluarkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dirancang agar mampu memberikan 
dampak gizi positif secara luas tanpa pemborosan dana, waktu, dan tenaga. Dalam praktiknya, 
efisiensi tercermin dari strategi pengadaan bahan makanan yang mengutamakan produk lokal 
dengan harga terjangkau, sistem distribusi yang minim hambatan logistik, serta pemanfaatan 
teknologi untuk memantau pelaksanaan dan evaluasi program secara real-time. Penggunaan 
data yang akurat untuk menetapkan sasaran juga memperkuat efisiensi dalam penyaluran 
bantuan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima atau penyimpangan alokasi. Dalam 
kerangka good governance, efisiensi menjadi indikator bahwa kebijakan publik tersebut 
dijalankan dengan prinsip nilai guna tinggi, memperhatikan keseimbangan antara input dan 
output, serta menekan pemborosan sumber daya negara. Dengan demikian, kebijakan ini bukan 
hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga mencerminkan tata kelola 
pemerintahan yang cerdas dan bertanggung jawab. 

Aspek transparansi menjadi krusial dalam Transparansi kebijakan publik, memastikan 
bahwa informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program makan 
bergizi gratis tersedia bagi publik (Fadjar Trisakti et al. 2022). Transparansi memastikan bahwa 
informasi terkait anggaran, target penerima manfaat, mekanisme distribusi, dan evaluasi 
program tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Transparansi dalam 
penyaluran anggaran dan evaluasi program juga menjadi indikator penting dari akuntabilitas 
dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, kebijakan ini berkontribusi pada pencapaian 
keadilan sosial melalui penyediaan layanan yang merata dan inklusif. Dengan mengintegrasikan 
prinsip-prinsip good governance, kebijakan Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi praktik 
terbaik dalam manajemen kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan 
sosial.  

Partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, ahli gizi, dan organisasi masyarakat sipil, 
dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, dapat meningkatkan relevansi dan 
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efektivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam prinsip 
good governance yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses 
perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan Makan 
Bergizi Gratis, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan pasif, tetapi juga 
mencakup keterlibatan langsung orang tua, komunitas sekolah, organisasi kemasyarakatan, 
hingga lembaga swadaya masyarakat dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. 
Partisipasi ini menjadi esensial untuk menjamin bahwa kebijakan benar-benar menjawab 
kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of ownership) 
terhadap program. Melalui forum-forum musyawarah, pengawasan partisipatif, serta pelaporan 
terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran yang 
konstruktif. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini mencerminkan keberhasilan integrasi 
nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Maka, kebijakan 
Makan Bergizi Gratis menjadi bukan sekadar intervensi negara terhadap isu gizi, tetapi juga 
cerminan dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Selanjutnya,  

Responsivitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengenali, 
memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan serta aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan 
yang dijalankan (Karsono 2023). Aspek ini menjadi semakin penting mengingat keberhasilan 
suatu kebijakan sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang 
menjadi sasaran. Pentingnya responsivitas tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk 
secara proaktif mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, baik melalui mekanisme formal 
seperti survei dan forum konsultasi publik, maupun melalui saluran informal seperti media 
sosial dan interaksi langsung dengan masyarakat. Umpan balik ini kemudian dianalisis dan 
digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang 
berjalan, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan nyata di 
lapangan. Dalam konteks kebijakan makan bergizi gratis, responsivitas dapat diukur dari 
seberapa cepat dan tepat pemerintah merespon keluhan atau masukan terkait dengan kualitas 
makanan, distribusi yang tidak merata, atau dampak negatif lainnya yang mungkin timbul. 
Pemerintah yang responsif juga akan memastikan bahwa informasi terkait dengan kebijakan 
tersebut mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan, 
manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut dengan jelas. Selain itu, responsivitas 
juga mencakup kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan 
kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu. Program Makan Bergizi Gratis ini 
mencerminkan prinsip responsiveness atau responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dasar 
masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak kekurangan gizi. Di sisi 
lain, keterlibatan berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga 
masyarakat dan sektor swasta menggambarkan penerapan prinsip collaborative governance 
yang menekankan kerja sama lintas sektor. 

 
D. Kesimpulan 

 
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis sangat bergantung pada 

fondasi yang kuat, yaitu prinsip-prinsip good governance, yang menjadi elemen krusial dalam 
mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Implementasi good governance bukan hanya menjadi tujuan normatif, tetapi juga imperatif 
strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Pelayanan publik yang efektif merupakan indikator utama keberhasilan good 
governance, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan efisien. 
Namun, realitasnya, pelayanan publik seringkali diwarnai oleh masalah transparansi dan 
akuntabilitas yang rendah, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan menghambat 
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ideal. 
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